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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aktivitas melalui internet, tindakan berbagi pesan atau informasi antara 

pengirim dan penerima dapat dilakukan secara aktif, tepat, dan murah. Oleh 

karena itu, alat komunikasi seperti internet dapat mempermudah individu untuk 

melakukan berbagai tindak pidana berbasis komputer dan jaringan, antara lain 

pencemaran nama baik, pencurian identitas, peretasan situs web, pencurian 

data kartu debit, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini banyak pemberitaan 

tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik oknum yang tidak 

bertanggung jawab.
1
 Perilaku pencemaran nama baik adalah ketika seseorang 

merusak nama baik seseorang dengan menyalahkan pihak ketiga sehingga 

masyarakat umum dapat mengetahuinya. 

Tindak pidana pencemaran atau penghinaan dirumuskan di dalam Pasal 

310, yakni: Ayat (1): “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik 

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal 

itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling 

lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” 

Ayat (2): “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” Ayat (3): 
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“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas 

dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri” 

Pencemaran nama baik dilihat dari KUHP dapat diistilahkan sebagai 

penghinaan atau penistaan terhadap seseorang.
2
 

Di era global yang ditandai dengan berbagai kemudahan yang tersedia 

bagi masyarakat luas untuk mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat, 

penggunaan teknologi komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat 

dihindari. Perubahan dari era industrialisasi ke era informasi yang pada 

akhirnya memunculkan (information society) berdampak pada perilaku 

masyarakat. Rogers sebagaimana dikutip oleh Amar Ahmad menyatakan 

bahwa information society adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar 

angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah 

menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.
3
 

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong aktivitas manusia di 

bidang politik, ekonomi, dan budaya menuju efisiensi. Banyak bisnis yang 

bekerja di atau memanfaatkan sektor teknologi informasi telah melihat 

kemajuan pemasaran yang signifikan, dan masyarakat umum sekarang 

memiliki akses terbuka dan sederhana ke berbagai produk dan platform untuk 

ekspresi diri.
4
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Karena prinsip liberal (kebebasan) yang mendasari penggunaan 

teknologi informasi modern, kemajuan teknologi informasi memiliki dampak 

yang beragam pada kehidupan manusia. Karena tidak ada aplikasi yang dapat 

mengidentifikasi pernyataan tidak sopan atau menghina yang ditulis oleh 

pengguna dan melakukan tindakan pencegahan sebelum membagikan 

pernyataannya, seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan 

memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, atau melakukan 

tindakan keji lainnya meskipun pengguna diberikan persetujuan (syarat dan 

ketentuan) saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti 

YouTube, Instagram, dan Facebook.
5
 

Masyarakat Indonesia saat ini cukup mudah untuk berkomunikasi 

dalam skala nasional karena banyak dari mereka yang sudah familiar dengan 

media online yang tersedia di seluruh dunia. Ada beragam cara untuk 

berkomunikasi dalam masyarakat ini, termasuk internet. Internet adalah 

jaringan komputer yang luas dan terhubung yang menghubungkan komputer 

dan orang-orang di seluruh dunia. Di sini, ada sejumlah keuntungan yang kita 

temui ketika berhubungan dengan data atau informasi, yakni untuk membantu 

konektivitas dan alat komunikasi, akses informasi, sumber wawasan ilmiah dan 

intelektual yang berbeda, alamat dan pemetaan, kenyamanan bisnis, akses 
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informasi yang mudah dan cepat, menumbuhkan jaringan sosial, memfasilitasi 

transaksi keuangan, memfasilitasi kegiatan pendidikan, dan media hiburan.
6
 

Perbuatan mencela yang merujuk pada perbuatan merusak nama baik 

atau nama baik seseorang sangat mirip dengan sikap pencemaran nama baik. 

Lima kategori korban pencemaran nama baik meliputi:
7
 

a. Pribadi perorangan 

b. Kelompok atau golongan 

c. Terhadap suatu agama 

d. Orang yang sudah meninggal 

e. Pejabat negara 

Pencemaran nama baik dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab melalui beragam platform media sosial dan secara langsung. 

Seseorang dapat di dakwa dengan pencemaran nama baik jika dia benar-benar 

melakukan kejahatan tersebut secara nyata dalam arti penuduh dan yang 

dituduh bertatap muka langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi 

pada saat itu.
8
 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan 
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Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian 

mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
9
 

Terlepas dari kenyataan bahwa kejahatan memiliki sejarah yang lebih 

panjang daripada banyak ritual yang ada, kejahatan itu belum diakui sebagai 

peristiwa sosial dan diakui sebagai bagian dari masyarakat. Pada kenyataannya, 

masyarakat adalah penyebab utama kejahatan dalam masyarakat saat ini, dan 

kejahatan itu produktif dan meningkat. Kita bisa belajar lebih banyak tentang 

kejahatan di masyarakat. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kejahatan adalah 

cerminan dari sifat manusia dan berkembang seiring dengan populasi. 

Dalam masyarakat maju dengan alat teknologi yang lebih maju 

daripada masyarakat berkembang, kejahatan adalah perilaku anti sosial. Karena 

telah menyebar dengan cara ini, kejahatan berbeda dengan kejahatan biasa 

karena dapat terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Meskipun 

tampak bahwa kejahatan memiliki bentuk yang berbeda di setiap peradaban, 

kehadirannya setara dengan keberadaan individu. 

Tindak pidana harus ditindak tegas agar tidak terjadi peningkatan 

konflik yang dapat meresahkan masyarakat. Berbagai kejahatan nyata mulai 

bermunculan sebagai akibat dari perkembangan teknologi komputer, antara lain 

pencurian identitas, peretasan email dan situs web, penipuan OTP, penyebaran 

virus yang disengaja, penyebaran konten ilegal, pencurian kartu debit 

informasi, duplikasi website orang lain, hacking, carding, konten ilegal, 
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pemalsuan data, cyberstalking, sabotase, dan masih banyak lagi. Ada 

interpretasi bagaimana seseorang memanfaatkan media sosial dengan baik dan 

tidak melihat efeknya berdasarkan perkembangan teknologi ini.
10

  

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang banyak sekali 

dilakukan oleh berbagai pihak. Menurut dari data Direktori Putusan Mahkamah 

Agung yang terdapat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ada 885 kasus 

pencemaran nama baik.
11

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik 

menurut Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008? 

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik 

menurut hukum pidana positif? 

3. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik menurut pandangan hukum 

Islam? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dapat digunakan dalam memberi arahan untuk 

menentukan langkah yang sesuai dengan maksud dari penelitian ini. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama 

baik dalam Pasal 27 ayat (3). 

2. Untuk menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum 

pidana positif. 

3. Untuk dapat mengetahui bagaimana sanksi pencemaran nama baik menurut 

pandangan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang baik diharapkan mampu bermanfaat khusunya pada 

bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 

antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan kepada 

masyarakat umum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik 

melalui sosial media. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

menambah keilmuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik 

melalui sosial media. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran pada 

perkembangan didalam bidang Ilmu Hukum. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Peneltian ini diperuntukan memenuhi syarat memperoleh gelar sarajana 

dalam bidang ilmu hukum, serta meningkatkan pemikiran penulis 

dalam memahami penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik. 
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b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada 

masyarakat umum agar bijak dalam bersosial media, sehingga 

terciptanya masyarakat yang tentram dan damai. 

c. Bagi para akademisi 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan 

pengembangan nalar serta pola berpikir yang sistematis. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran  

Penistaan dilarang dalam buku kedua KUHP, bab XVI tentang 

penghinaan, yang meliputi pasal 310 sampai dengan 320. Seseorang dianggap 

KUHP Undang-Undang nomor 11 

Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Terwujudnya masyarakat 

yang bijak menggunakan 

media sosial 

Tindak Pidana Pencemaran 

Nama Baik di Media Sosial 

Penegakan Hukum pada 

Tindak Pidana Pencemaran 

Nama Baik 
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telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan pasal ini, 

khususnya Pasal 310 Ayat (1) dan (2), jika mereka dengan jahat menuduh 

orang lain di depan umum dengan maksud untuk merusak reputasi mereka, 

termasuk melalui tulisan atau gambar, ditayangkan, disertakan dalam program, 

atau diposting. Pasal ini membahas bahwa merendahkan nama baik dan 

kehormatan seseorang, yang dapat digolongkan sebagai penghinaan, berupa 

menuduh sesuatu agar diketahui umum, dimana unsur tuduhan ini harus ada 

agar dapat dipertimbangkan apakah perilaku tersebut merupakan sebuah 

penghinaan.
12

 

Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE). Di mana Pasal tersebut berbunyi: “setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”. Penerapan 

Pasal 27 menunjukkan bagaimana kejahatan atau pelanggaran berkembang 

dengan menggunakan media komputer atau internet (berupa dokumen atau 

informasi elektronik). Hal ini membantu penegak hukum dalam memproses 

dan memutuskan kasus-kasus yang melibatkan penggunaan media informasi 

elektronik untuk menghukum kejahatan atau pelanggaran hukum.
13
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang 

suatu kegiatan dan proses penelitian. Penelitian adalah suatu sarana ilmiah bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang 

diaplikasikan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Jenis pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah normatif, 

pendekatan normatif ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasar 

pendekatan konsep dan undang-undang, pendekatan kasus, bahan buku 

utama menelaah hal yang bersifat teoritis konsep hukum, pandangan yang 

menyangkut asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif yaitu 

mendeskripsikan peraturan hukum pidana positif tentang pencemaran nama 

baik untuk menjelaskan penegakan hukum dalam pencemaran nama baik 

melalui media sosial. 

3. Bentuk dan Jenis Data  

Di dalam sebuah penelitian ini saya memerlukan sumber data 

sekunder yaitu data yang diketahui dari dokumen-dokumen yang resmi, 

buku-buku, yang berhubungan dengan objek pendekatan hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang 

diperoleh dari sumber-sumber yang berupa: 
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Elektronik 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mengkaji dan 

mempelajari bahan hukum primer. Dalam penulisan penelitian hukum 

ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, karya 

ilmiah, artikel yang ada di internet dan sumber lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu dengan cara mempelajari bahan data sekunder melalui studi 

kepustakaan (library research) yang membahas tentang tindak pidana 

pencemaran nama baik melalui media sosial. Bahan-bahan tersebut 

kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan 

yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui 

media sosial. 

5. Metode Analisis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis normatif kualitatif. Normatif kualitatif yaitu menjelaskan dan 
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menafsirkan data berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas, 

norma-norma, teori atau doktrin ilmu khususnya dalam pidana. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika ditujukan untuk menggambarkan keseluruhan penulisan 

yang sesuai dengan aturan, berikut ini adalah penulisan yang sesuai dalam 

skripsi ini, yaitu: 

Bab I  berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, pendahuluan

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

Bab II landasan teori berisi tentang pengertian penegakan hukum 

pidana, pengertian tindak pidana dan tindak pidana pencemaran nama baik dan 

pengertian media sosial. 

Bab III hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang uraian jawaban 

apa yang menjadi rumusan masalah. 

Bab IV kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan terkait 

penelitian dan saran sebagai tindak lanjut kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




